
DENGAN RAEIMAT TUTIAIY YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menirnbang: a. bah.na dengan ber-lakun5.2 per-atur-an Menter-i Dalam Negeri
Nomor 7a rahun 2Q:2a tentang Tata cara perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran pendapatandan Belanja Daeiah,
rian Tertii-r Adrninistrasi Fengajuan, pe.ryaiu.ar'r, don Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan, partai politik dr.p"t
berperan aktif untuk ikut serta dalam penanggulangan
penyebaran Corona Vints Disease 2Ol9;

b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2O2O
tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik di
Kabupaten Barito selatan, perlu dilakuka., p.rye"uaian dengan
perkembangan Peraturan Perundang-Undang", yang berlaku;

c" bah'r,ra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Ferubahan Atas Feraturan tsupati tsarito Seiatan i,iomor i4 Tahun
2o2a tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada partai politik
di Kabupaten Barito Selatan;

4,1,1, ,,o,.,r.ttl

BUPATI BARITO SELATAN

PROVI i{Si HAI,ESIAI{TAN TEI{G^S,H

PERATURAN BUFATI EARTTO SELATAI\I
ItAttnE
rE I..,IYITJI|L i] TAHUI{ ?,A21I

TEFTANG

FERUBA}IAI{ ATAS PERA?URAN BUPATI
NOMOR 14 TAHUN 2A2A ?EN?ANG PEMBERIAN BAII{TUAN

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI I{ABUPATEIY BAR,ITO SELATAN

undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 'uentang perretapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentLng
Pembentukan Daerah ringkat II di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai
Undang-Llndang (I.embaran Tambahan L.embaran 

'Negara

Republik Indonesia Tahun 1gs9 Nomor 72, Tarnbahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1B2O );

uncarrg - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar:
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a2B6);

Mengingat : 1.

/)z-
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3. undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tamb,ahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2orl tentang Perubahan Atas
Urrdarrg-Undang Nortror 2 TaLrur: 2008 tentang Par=tai Poiitik
(Len:,baran Negara Republik Indanesia Takrun 2a1,1 Ncmor- B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. unciang - unrlang l,{omor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang perubahan
Kedua Atas undang-tlndang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang
Pemerintah Daerah (undang - undang Nomor 28 Tahun 2ol4
tentang Pemerintah Daerah i Lernbaran i{egara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomci" 58, Tambahan Lembaran Negai-a
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. undang - Und"ang Nomor 7 Tahun 2orr tentang pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2orz Nomor
lB2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
610e);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
inrionesia Tahun i988 i,[omor i0, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373i;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oog tentang Bantuan
Keuangan Kepada'Partai potitik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao9 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negr..
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor
1 Tahun 2oL8 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2oog tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tairun 2ai8 i{omor i, Tarn'oahan Lernbaran Negara Repubiik
InConesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2otg tentang pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reputriik Indonesia Tahun
2079 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omoi' 3G Tahun 2oi8 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn Anggaraa
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran cian Laporan pertanggungjawairan
Penggunaan Bantuan Keuangan Parrai politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 63o) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
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2A2A iei:.uang Penibahan Atas Fei-at-r-ir-an lvien'ueri Dalam iiegeri

Nomor 36 Tahun Zarc tentang Tata Cara Fenghitungan,
penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,

Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik (eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2o2o tentang

Ped.oman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 171);

11. Peraturan Daerah Kabupaien Barito selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten B-arito seiatan ( Lembaran Daerah Ka-bupaten Barito

selatan Tahun 2arc Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 7 Tahun 2a2o-- 
i";;g pembentukan Produk Hukury !1"t-+ (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito selatan Tahun 2o2o Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7;

Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAI{ BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN

KEUANGAI{ KEPADA PARTAI POLITIK DI I(ABUPATEN

BARITO SELATAN

Pasai I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 14 Tahun 2o2O

tentang pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito

Seiatan (Berita Daerah Kabupaien Barito Seiatan Tahun 2A2A i'iomor i4) ciiubah

sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16

sehingga berbunyi sebagai berikut
1 (satui Pasal, Yakni Pasal 15A,

Pasal 15A

Kegiatan pendidikan Politik dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan

protokol kesehatan penanganan pandemi CoronaVints Disease 2019'

Kegiatan Penciidikan Politik setragaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas

sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2OI9'

disisipkan

(1)

(2)
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(3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksu,i pada
ayat (i), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan
pencegahan pandemi Corona Vints Disease 2019 kepada anggota Partai
Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hortd sanitirer,
tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, danf atau
penyemprotan disinfektan.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 berkaitan dengan :

a. administrasi Umum;

b. berlangganan dalra dan jasa; 
:

c. pemeliharaan data dan arsip; dan
d. pemeliharaan perlatan kantor.

(21 Kegiatan operasional sekreta,riat partai politik berkaitan dengan
administrasi umum sebagir-nana dimaksud pada a_yat (1) huruf a antara
lain :

a. keperluan alat tulis kantor;
I^ --^^^L :-- L^,-,- ^1 -^1-,-^L^,^:^L-u. r aijaL IIILtrI rra-r sg$.r trLar raL;

c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai
politik;

d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;

e nensndaan harencr inrzcr1f41is, antafa lain befUpa:

furniture, komputer, mesin fotocopy;
f ^^---^ 1-^-r^---I. SCWA KAIILUI;

g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompetan
di bidang pengelolaan keuangan; dan

h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat
Partai politik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan
berlangganan daya dan jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu:

a. telenon- internet dan listrik:\44^1 
^rvLr 

rr1,

b. air minum sekretariat;

^ :^^^ ^^^ -J^- ^:-^.u. Ji1l'ir. PUri rlirjr BrrLr,
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surat merrrurat; atau

n:edia cetak daa elektronik.

Kegiatan operasional sekretariat pai-tai pctritik berkaital dengan perneliharaan

data dan arsip sebagimana dirnaksud pada ayat ii) huruf c yaitu:

a" penyimpanan data elektronik; danlatau

b. penyirnpaflan data rnanual.

Kegia-tan cperasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan
peralatan kant*r seLragircana dirnaksud pada a-lrat {1} huruf c yaitu:

a. pemeiiharaan peraiatan elektronik sekretariat; danf atau

b. perneiiharaan peralatae inventaris kantor sekretariat.

Di antara pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan L {satu} Pasa-l, yakni Pasal 15A,

sehingga berbunyi seLragai berikut :

d.

(4)

{si

{1}t-,

{2}

Pasal i.6A

Dr:kungarr penyediaan obat dan perbekaLan kesehatan sekretariai ?attan
Poiitik senagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 ayat {2} huruf h, paling
sedikit berupa on"t **t tt t pertolongan pertama prda kecelakaari'

Selain penSr-ediaan obat darr perbekalan kesehatan sebagaimana dirnaksud
pada ayat jt;, *"p*t berupa pecyediaan alat kesehatan LnUk pencegahan

Caroni Virus pisiase 2814ya$g metriprrti mlsk-er, sahurr cr.lci tangan, hand

sanitizer, tempat cuqi tangan, vitar:rin, peii*d'r.rng wajatr, sarung tangan,

danl atau penyemprota* disinfektan.

4. Di antara tsAB VIil dall BAB IX disisipk?l 1 {sa1ui ba!, 1',akni 
BAB VIIIA,

dan di a*.tara PasC 19 darr Pasal 2O disisipkan 1 {satu} Pasal yakni Pasal

19A, sehingga berbur:yi sebagai berikul

BAB 1'IIIA
KE?EIY?UAN PERALIHAN

Pasal 19A

Ketentuan mengenai pengguflaan Bantuan Keuangan kepada Partai Pslitik
sebagai upaya p*roo*g"t *i Cor*na Virus llrsease 2C19 sehagairnana dimaksud
dalam paial 15A beiiaku sarnpai berakhi.rnya masa status keadaan darurat
bencana nonalam Corar*s lfiizss Disea.se 2O19 yang ditetapkan secara resmi

aletr pemerintah pusat yarlg diikuti dengan penetapan berakhirnya masa

status kead,aa:n darurat bencana nonalarn Corarus. uirus Dfsesse 2CI19 pada

tingkat Kabupaten.

Ketentrran Larnpiran III Ciubah, sehingga berhunyi sebagaima-r-ra tercantum
daiam Larnpiran III yarrg merupakaa bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
BupaC ini,

5.
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Pasal II

Peraturan BupatJ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

. 2021
1!:UI

SELATAN,

sxuh

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAI{ TAHUN 2A2l NOMOR 3

ld

Ditetapkan di Buntok

Di undangkan di Buntok
ti l'r1

ARIS DAERAH
BARITO SELATAN,(f

,at
O-I .-w
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LAMPIRAN tr

NOMOR i: TAHUN 2020
TENTANG

T4

FORMAT BERITA ACARA
VERIFII(ASI ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI

z. Sekretaris

Pada hari ini . ... tanggal .. .... bulan tahun Tim verifikasi
Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada
Partai Poiitik Tingka'r Kabupaten Barito Seiaiarr Tairun Arrggaran 2Aig y-ang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor Tahun

administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun 2olg yang diajukan oleh

Berdasarkan hasil Verifikasi kelen-gkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Daerah ),ang didasarkan pada hasil' perolehan suara partai politik ),ang
mendapatkan krrrsi di DPRD Kabupaten Barito . Selatan pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 untuk Semester...... (bulan ..,........ s.d. :................) sebanyak :

= Rp.

-.J.

2 semester
(............. ..............)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan Kepada Partai
diperg-rnakan sebagaimana mestinya.

ini dibuat untuk dapat

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

Windows 8.1
Text Box
2021
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TIM VERIFII{ASI
KELENGI{APAil AD}IINISTRASI PENGA",UAN PERMOHONAN BANTUAN

KEUAITGAII KEPADA PARTAI POLITIK TINGI(AT I$BUPATEIT BARITO
SELATAN TAIIUil AISGGARAN

1.

2.

.̂).

4.

c

Ketua

Anoonfe

Anggota

Anggota

Anoonfa

zuTO SELATAN,
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR i TAHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14

TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

FORMAT BERITA ACARA
SER]LH TERIMA BAflTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini .... tanggal .... bulan
tangan dibawah ini :

L. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

bertindak untuk dan atas nama Bupati Banto

. Tahun ., Yafig bertanda

Daerah Kabupaten Barito Selatan
Setratan selanjutnya disebut Pihak

menyerahkan Bantuan
Pimpinan Cabang Partai

Rp.

Pertama.
2. Ketsa dan Ben dahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan

lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua '

Dengan ini menyatakan bahwa
Keuangan Partai Politik Tahun

Dan Pihak Kedua telah menerima
Umum Kabupaten Bar-.ito Sel.atan
Nomor:

Berita Acara Serah
Perintah Pencairan
Kabupaten Barito

pihak Pertama telah
kepada Dewan

sejumiah

bantuan keuangan tersebut dari Bendahara
melalui,'rekerring Bank

Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM dan atau Surat
d.ana lainnya dari Satuan Kerja Pengeloiaan Keuangan Daerah
Selatan diterima oleh. Dewan Pimpinan Cabang Partai

Pihak Kedua,

An. BUPATI BARITO SELATAN
KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN
NAE-PAH

Pihak Pertama,

Dewan Pimpinan Cabang
Partai

KETUA UMUM,

BENDAHARA UMUM,

{

Windows 8.1
Text Box
2021
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LAMPIRAN III
PERATI.JRAI.I BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR * TEHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAI,I ATAS PERATURAI'{ BUPATI i'{OiviOR i4
TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI I$B1iPATEN BARITO SELATAI'{.

KOP SI.]RAT PARTAT POLITIK

FO RMAT L,APO R.AN PER.TANGGTIN GJAWARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI

TAHUN ANGGARAN ..........
Buntok, 24. - -

.f7^^^A^
i\gPiaLtia

Yth. Bupati Barito Selatan
Up. Kepala Badan Kesatuan

Bangsa cian Poiitik
Kabupaten Barito Selatan

di-
Buntok.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan ciln pengeiuaran bantuan keuangan
pr.itri poiltit *.b.=r.iRp. .......... yang telahrdiperiksa BPK . ,..... ..... pada

NCI. JENIS PENGELUARAN JENIS
KEGIATAN

VOLUITIE
KE,GIATAN

REALISASI
( npl

KET

1 2 3 4 5 6

A. PENDIDII(AI\ POLITIK

Sesuai dengan tugas
dan f-ringsi partai sei'ta
pei'atui'an perundang=
undangan yang
mengatur mengenai
oenriiciikan poiitik

B. OPERASIONAL
SEKRETARIAT

Administrasi Umum.
i. Keper=luan ATK;
2. rapat internai

sekretariat;
3. perjalanan

dinas dalam
rangka

Rp. Rp.

Windows 8.1
Text Box
2021
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1 2 3 4 5 6

4.

pelaksanaan tugas
da:r f.mgsi partai
politik;
transport dalam
rangka
mendukung
kegiatan
operasional
sekretariat;
pengadaan
inventaris berupa
peralatan kantor,
antai'a lain:
furniiure,
computer,mesin
fotocopv;
sewa kantor; atau
honor tenaga

sekretariat partai
politik yang
berkompeten di

keuangan.
Langganan Da5ra ':
dan Jasa :

a) telephon dan l

listrik;
b) air minum : 

"

sekretariat;
c) jasa pos dan

.]ro;
d) surat menyurat;

atau
e) media cetak dan

^1^l -r-^.^:1-CIEI{.LI UIIII{.

PemeiiiraraaiL
Data dan Arsip:
a) penSrimpanan

data elektronik;
b) penyimpanan

data manual.

5.

6.

7.

oo.
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Terbiiang: (....
MENGETAHUI:

KETUA Ufuiufuii KETUA, BEI\IDAHARA U}/iUMi BENDAHARA,

(

1 2 3 4 5 6

b.

q PerneliharAArl
Perolqfqn I{antnr.

a) pemeliharaan
peralatan
elektronik;

b) pemeiiharaan
peraiatan
inventaris kantor
sekr-etariat_

Penyediaan obat dan
perbekalan
kesehatan partai.
1. Penyediaan Obai

dan perbekalair
kesehatan.

2. Pen"vediaan alat
kesehatan:
a) masker;
b) sabun cuci

tqnaqn.Lqrrbl4r,

d)

e)

f)

s)

|'"and saniti^zer,

tempat cuci
tangan;
vitamin;
peiinciung wajah;
sarung tangan;
dan/atau
nenverttnrntert

disinfektan.
h)

U alrhA.rIitlrlJlJ

PSrurygo\*_:Ibx- sEuhY*
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR .* TAHUN 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITiK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

TATA CARA PERTIITUNGAhI BANTUAN

Secara deskriptif sebagaimana penjelasan di atas, tata cara penghitungan
bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menentukan nilai iers-uara tlap
partai politik adalah dengan mengalikan jumlah kursi DPR//DPRD denga_n bantuan
keuangan kepada Partai Potritik tahun sebelumnya dibagi jumlah p.r-ol.hu1, s,ai-a
Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Piovinsi/DpRD Kabup atenf
Kota -fairun 2A19, atau secal'a formuiasi statistik (statisticai formuiatiort) d,ipat cii
gambarkan sebagai berikut :

IAPBD(n-1)xIKrZOt4
INPs =

Keterangan :
I Ps ZOL9

: Jumiah Nilai/ Bantuan persuara partai politik.
= Jumlah Bantuan Keuangan dalam APBN/APBD

= Jumlah Kursi yang tersedia pada DPR/DPRD
= -Iumlah Perolehan Suara Sah partai politik \/,lnoJ *--b

mendapat kursi pada Pemilu Tahun 2079.

1.

2.

3.
4.

Sehirrgga jumiah rdarr-tuantf niiai persuara untuk Partai Poiitik di Kabupaterr
Barito Selatan adatrah :

I NFs

IAPBD(n-1)
tahun sebelumnya.
I Kr 2074
Y Ps ?O1Q

Rp. 42.30 I .2OO,- X 25 Kursi

7O.5O2.suara

Rp. i.057.530.000,-

7O.5O2 suara

Rp. 15.OOO,- I tiap satu suara

(Lima Belas ribu rupiah)

Artinya tiap suara )/ang didapatkan oleh partai
Kabupaten Barito -selatan Tahun 2O1g-2O24 berhak
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp.
Rupiait i.

Politik l/ang duduk di DPRD
atas bantuan keuangan dari
15.OOO,- ( Lima belas Ribu

Windows 8.1
Text Box
2021



_15_

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR li TAHUN 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14
TAHUN 2O2O TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

F'ORTYIAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

tangan di bawah ini,Yang bertanda
1. Nama

Jabatan
Alamat

2. Nama
T-1-JAL'ALAII

Alamat
3. Nama

Jabatan
Alamat

Ketua Lrmum/Ketua

Sekretaris

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara forrnil,,daa materiil dalam penggunaan anggaran
bantuan keuangan partaj politik.

2- Kami bersedia dituntut sesuai peraturan pemndang-undangan apabila
memberikan keterangan yang tidak 6enar,lsrhadap kelenlkap.r, *d-inistrasi
bantuan dana partai politik Tahun ,Anggaran. ,. . . . .yrlrg kami *u.mpaikan.

t,'

Demikian surat pernyataan ,ini kefl]i buai. untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

D,EWAN PIMPINAN CABANG
Partai"...-..,.,
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